BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan perdata diawali dengan adanya suatu gugatan
maupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentingan wajib
mengajukan gugatan. Dalam suatu gugatan disyaratkan adanya
kepentingan hukum. Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan
adanya dasar suatu gugatan, karena menjadi tugas hakim untuk
mengkualifisir aturan hukum yang tepat, tetapi suatu gugatan harus
didasarkan atas suatu alas hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-
dalil yang diajukan. Alas hukum yang dijadikan dasar suatu gugatan
dalam praktek adalah wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH),
pembagian waris dan perceraian.

Dalam suatu peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah
kebenaran formil. Hal ini tentu saja berbeda dengan peradilan pidana,
dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil. Mencari
kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim
tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang
berperkara.® Hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktian
nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang
lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam
hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan
dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang itu
pun harus dinyatakan terbuka untuk umum kecuali undang-undang

melarangnya.?

1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty,
2002), Hal. 130.

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur
Bandung, 1978), Hal. 30.



Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik
secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam
gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan
tidak dapat diterima. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah
turut penggugat, melainkan turut tergugat. Disebutkan sebagai turut
tergugat dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang
bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak,
maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus
diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat
terhadap putusan hakim.

Pada saat suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan suatu
pembuktian, maka atas pembuktian tersebut harus dinilai oleh hakim.
Dalam hal ini pembentuk Undang-undang dapat mengikat hakim pada
alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas untuk menilainya.
Selain itu pembentuk Undang-undang juga dapat menyerahkan kepada
hakim untuk menilai suatu pembuktian. Proses pembuktian dan
penilainnya hanya dilakukan di judex factie saja, yaitu di tingkat
pengadilan tingkat | dan pengadilan tingkat Il. HIR menentukan secara
limitatif alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam suatu persidangan
perkara perdata, sebagai mana diatur dalam Pasal 164 HIR antara lain
yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu
masih ada alat bukti lain di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan
setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada tahun 2019 silam telah
terjadi sengketa yang pada intinya Bahwa Pada tahun 2012 antara
Penggugat dan Penjual Tanah sengketa Paulus Sabaat membuat Surat
Pernyataan Penyerahan Hak didepan Kepala Desa Penfui Timur dan
saksi-saksi dan dibacakan dihadapan Camat Kupang Tengah sebelum
ditandatangani di Kantor Camat Kupang Tengah di Tarus, sebagaimana
ternyata dengan Surat Pernyataan Penyerahan Hak No
593/54/Kuteng/2012, Tanggal 03 April 2013.



Bahwa setelah Penggugat memperoleh Surat Pernyataan Melepaskan
Hak Atas Tanah Sengketa pada tahun 2012, maka Pengugat menurunkan
batu hutan sebanyak 10 (sepuluh) Ret didalam lokasi tanah sengketa
untuk membangun rumah diatas tanah sengketa,maka tidak ada
seorangpun termasuk Tergugat I YOHANIS ASBANU tidak datang
mencegah atau mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya.

Bahwa setelah Penggugat menurunkan batu hutan sebanyak 10
(sepuluh) Ret diatas tanah sengketa, maka Penggugat mempunyai
pekerjaan di Pulau Jawa dengan alamat tersebut diatas, sehingga ayah
Penggugat Asbel Bellik yang telah Pensiun PNS dari Pemda DKI Jakarta
diberikan Kuasa oleh Penggugat untuk mengurus proses Sertifikat Hak
Milik dan membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa. Barulah
mengetahui Tergugat | mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya,
karena Tergugat | mempunyai Surat Pernyataan Pelepasan Hak diatas
tanah sengketa.

Bahwa Penggugat memperoleh Surat Penyataan Penyerahan Hak
Nomor 593/10/KUTENG/2013, Tgl. 31 Januari 2013 atas nama
YOHANIS ASBANU (Tergugat 1) dari ayah Penggugat ASBEL BELLIK
yang diberikan oleh Bapak SEM TAFOKI tertulis tanah yang dibeli oleh
Tergugat | dari Tergugat Il yang diketahui oleh Tergugat Il adalah
lokasinya terletak di. Kaniti RT.09 RWO03, Desa Penfui Timur, seluas 600
m2, batas-batas Tidak sama dengan batas-batas tanah yang dibeli
Penggugat terletak dilokasi Balfai RT,10 RW.003, berbatas sebelah Utara
dengan Ibu Fallo yang selanjutnya diproses Sertifikat Hak Milik terbit
atas nama : Maria Nomleni sebagai isteri dari Bapak Fallo.

Bahwa dengan adanya perbedaan letak lokasi tanah tersebut, maka
ayah Penggugat yang mendapat Kuasa dari Penggugat membuat Laporan
kepada Kepala Desa Penfui Timur untuk Undangan klarifikasi dengan
Tergugat I, sesuai surat Laporan tertanggal 12 September 2019 (Bukti
Surat P.4.) Sebelum bersurat kepada Kepala Desa Penfui Timur ada
pertemuan yang dimediasi oleh Bapak SEM TAFOKI sebanyak 2 (dua)

kali akan tetapi tidak berhasil dan tidak mendapat Penyelesaian.



Berdasarkan Surat Laporan dari Penggugat melalui ayah kandung
Penggugat tersebut angka 6, Kepada Bapak Kepala Desa Penfui Timur,
maka Bapak Kepala Desa Penfui Timur mengeluarkan Surat Penggilan
kepada para pihak tertanggal 16 September 2019 untuk menghadap di
Kantor Desa Penfui Timur Pada Tgl. 19 September 2019, dengan
meminta Penggugat dan Tergugat Il masing-masing membuat Surar
Rancangan solusi Penyelesaian.

Bahwa Penggugat telah membuat Surat solusi Penyelesain tertanggal
26 September 2019 dan menyerahkan kepada Kepala Desa Penfui Timur,
sedangkan Tergugat | tidak mengindahkan permintaan dari Kepala Desa
Penfui Timur untuk Klarifikasi dan membuat Surat solusi Penyelesaian
masalah tanah sengketa ini melainkan melalui Pengacaranya membuat
surat tanggapan menolak undangan klarifikasi dari Kepala Desa Penfui
Timur yaitu minta perkara ini diajukan ke Pengadilan.

Bahwa surat penolakan Tergugat | hadir di Kantor Desa Penfui Timur
untuk klarifikasi melalui Pengacara Tergugat | setelah diterima oleh
Kepala Desa Penfui Timur, maka oleh Kepala Desa Penfui Timur
memberitahukan kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat
bahwa masalah ini Tergugat | melalui Pengacaranya minta diajukann ke
Pengadilan, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk diselesaikan menurut
hukum Positip.

Bahwa sementara perkara tanah sengketa ini ditangani oleh Kepala
Desa Penfui Timur, melalui rapat-rapat penelitian letak lokasi tanah
obyek jual beli Penggugat dan Tergugat I maupun dengan mengeluarkan
undangan tertulis untuk Kklarifikasi letak lokasi tanah jual beli dalam Surat
Pernyataan Penyerahan Hak, akan tetapi Tergugat | memutuskan sendiri
tanah sengketa adalah miliknya menurunkan materiel berupa tanah putih
dan batu hutan dengan tanpa seiizin Penggugat mengeluarkan batu
sebanyak 10 Ret yang telah diturunkan oleh Penggugat didalam lokasi
tanah sengketa pada tahun 2012 dan sebagian digunakan oleh Tergugat

membangun Fanderen Rumah serta sebagian dikeluarkan dari dalam



tanah sengketa, sehingga perbuatan tergugat | tersebut dikwalifikasikan
sebagai Perbuatan tidak Berbudaya, melawan hak dan melanggar hukum,
yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan surat
keberatan membangun rumah diatas tanah sengketa kepada Bapak Kepala
Desa Penfui Timur dan tembusan kepada Instansi terkait dengan surat
tertanggal 02 Oktober 20109.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan
meneliti mengenai penerapan Eksepsi Gugatan Kurang Pihak. Atas dasar
inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: “PRAKTEK
GUGATAN KURANG PIHAK DALAM HUKUM ACARA
PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2/Pdt.G/2020/PN
OLM)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat

ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek gugatan kurang pihak dalam Kasus
Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PN OLM?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi
dalam hal praktek gugatan kurang pihak pada perkara No.
2/Pdt.G/2020/PN OLM?

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap praktek gugatan kurang pihak
dalam hukum acara perdata (Studi Kasus Putusan No.
2/Pdt.G/2020/PN OLM)?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui praktek gugatan kurang pihak dalam hukum
acara perdata (Studi Kasus Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PN OLM);
b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri
Oelamasi No. 2/Pdt.G/2020/PN OLM dalam hal praktek gugatan

kurang pihak dalam hukum acara perdata;



c) Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap praktek gugatan
kurang pihak dalam hukum acara perdata (Studi Kasus Putusan
No. 2/Pdt.G/2020/PN OLM).
2. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan
akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi
pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada
Majelis Hakim terkait parameter penerapan Eksepsi tentang Gugatan

Kurang Pihak dalam perkara Perdata.

D. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan
merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-
definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasionil didalam
proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.® Untuk itu
penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh Mediator.*

2. Eksepsi adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak

menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia,
2014), hal 132.

4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1.



permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh
penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.®

3. Rekonvensi adalah rekonvensi adalah gugatan yang diajukan
tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan
penggugat kepadanya.®

4. Eksepsi Obscuur Libel adalah suatu eksepsi yang menjelaskan
bahwa suatu isi di dalam gugatan kabur atau tidak jelas.

5. Eksepsi Error in persona adalah eksepsi yang menjelaskan bahwa
subjek yang di gugat tidak tepat dan tidak berkepentingan dalam
gugatan tersebut.

6. Eksepsi Plurium Litis Consortium adalah eksepsi yang
menjelaskan kurangnya pihak yang di gugat di dalam gugatan
tersebut.

7. Interpretasi hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya
menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti
memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian
hukum vyang ada dalam rangka penggunaannya untuk
memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

8. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban
sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap
pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang
bersangkutan.’

E. Metode Penelian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum
Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang

berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relefansi dengan

5> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Eksepsi” https://kbbi.web.id/eksepsi, diakses
pada tanggal 18 Januari 2021.

6 Pasal 132 huruf (a) Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”).

" Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, (CV Mandar Maju, 2010), Hal. 6



https://kbbi.web.id/eksepsi

permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.® Penelitian dalam
skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.®

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin
memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-
permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa,
agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau

didalam kerangka menyusun teori-teori baru.°

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.!! Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat
yang dalam hal ini terdiri dari:
1. Putusan No.2/Pdt.G/2020/PN OLM
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.12 Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi

8 Soerjono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

® Soerjono Soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Cet. VXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),., hal. 51.

©1bid., Hal. 9-10

11bid., Hal 52

21pid.



kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media
cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori
hukum, ataupun berbagai literatur yang berkaitan langsung

dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder.® Penulis dalam hal
ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia,
indeks kumulatif dan seterusnya.
3. Metode Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah
studi dokumen atau bahan pustaka berupa literatur-literatur.
Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul
Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan
menggunakan content analisis.*
4. Penyajian dan Analisis Data
Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya
penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang
terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk

deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

F. Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis
berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab
yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.
1. Bab I : Pendahuluan
a. Latar Belakang Masalah
Subbab ini berisikan uraian latar belakan masalah yang

mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

Bbid.
“Ibid., hal. 21



b. Rumusan masalah
Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan
terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat
tanya.
b. Tujuan dan Manfaat
Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh
penulis dengan pembuatan penelitian ini.
c. Kerangka Konseptual
Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang
berkaitan dengan penelitian ini.
d. Metode Penelitian
Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang
digunakan, dan jenis data yang dipakai.
Bab Il : Tinjauan Pustaka
Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai
tinjauan hukum terhadap praktek gugatan kurang pihak dalam
hukum acara perdata.
Bab Il : Pembahasan
Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data,
pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
yang disebutkan dalam rumusan masalah.
Bab IV : Pembahasan
dalam Prespektif Agama Islam Bab ini berisi tentang kajian Islam
tentang penerapan Eksepsi Kurang Pihak dalam perkara Perdata.
Bab V : Penutup Merupakan bab penutup yang memuat
kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus
jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta
saran-saran dari penulis.
Daftar Pustaka
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